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'SENTANG
ALOKASI DAN H/ RGA ECERAN TERTINGGIPUPUK BERSUBS3IDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

TAHUN 2015

DENGAN RAHMA ' TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUK/ L ABAB LEMATANG ILIR

bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan
Nasional, upuk sangat berperan penting dalam
peningkatan produktivitas dan produksi komoditas
pertanian .:hususnya di Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ili :
bahwa untik meningkatkan kemampuan petani dalam
penerapan sbemupukan berimbang diperlukan adanya
Peraturan si bsidi pupuk,
bahwa berd: sarkan petimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huru' a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tenta 1g Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi utuk Sektor Pertanian Tahun 2015.
Undang-und mg Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentuka1 Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera S:latan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 195 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Ind »nesia Nomor 1821):
Undang-und ing Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967
tentang Ket:ntuan Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran N:gara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor
10, Tambatan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2824)

3g1
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b.

2.



Undang-unda. ig Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992

tentang Sisten Budidaya Tanaman (Lembaran Negara

Republik Ind nesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478):

Undang-unda: ig Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perl ndungan Konsumen (Lembaran Negara

Republik Ind nesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821),
Undang-undai ig Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001

tentang Puprk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara

Republik Inde nesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079),
Undang-unda: g Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003

tentang Bada1 Usaha Milik Negara (Lembaran Negara

Republik Indcnesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297),
Undang-unda: g Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004

tentang Perkelunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indo: tesia Nomor 4411),
Undang-unda: g Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah an 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Repullik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-
undang Repiblik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Ne: ara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambaha1 Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844):
Undang-undai g Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013

tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir di Provirsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indcnesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Neg wa Republik Indonesia Nomor 5400):
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Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas3 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005

tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang
Pengawasan :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor

40/Permentan 'OT.140/4/2007tentang Rekomendasi

Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi:
Peraturan Men :eri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140
8/2011tentany Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk
An-Organik (B: rita Negara Tahun 2011 Nomor 491),
Peraturan Mer teri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140
/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan
Pembenah Tar ah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664):
Peraturan 1flenteri Perdagangan Nomor 15/M-
DAG/PER/4/:1013 tentang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersub sidi Untuk Sektor Pertanian:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor

130/Permenta 1/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tah in 2015,

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja
Cara Pengawa :an Barang dan Jasa Yang Beredar Di Pasar,

Keputusan Me ateri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/
2003 tentang :'engawasan Formula Pupuk An-Organik,
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2/Pert/HK.060/2/
2006 tentang : upuk Organik dan Pembenah Tanah,

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 459/Kpts/OT.160/7/
2006 tentany Pembentukan Kelompok Kerja Khusus

Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung
Ketahanan Pa igan,
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/
2013 tentans Pengawasan Pengadaan Peredaran dan

Penggunaan F apuk An-Organik,

21. Peraturan...

tia



Menetapkan

21. Peraturan Guksrnur Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun

2014 tentang Vokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Pupuk Bersussidi Untuk Sektor Pertanian Tahun

Anggaran 2015

22. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 004

Tahun 2013 t:ntang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Dierah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir.

MEM JTUSKAN

PERATURAN BUP:.TI TENTANG ALOKASI DAN HARGA

ECERAN TERTING: I PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN 2015

&

ABI
KETEN: UAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupat yang dimaksud dengan :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Daerah adalah Ka! upaten Penukal Abab Lematang Ilir,
Pemerintah Kabuyaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah

Penjabat Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir,

Pupuk adalah bal an kimia atau organisme yang berperan

dalam penyediaar. unsur hara bagi keperluan tanaman

secara langsung a au tidak langsung, |

Pupuk An-Organix adalah pupuk hasil proses rekayasa
secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil

industri atau pabr k pembuat pupuk

Pupuk Organik a alah pupuk yang berasal dari tumbuhan

mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau
limbah organik la nnya yang telah melalui proses rekayasa,
berbentuk padat :itau cair, dapat diperkaya dengan bahan

mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk

meningkatkan kadungan hara dan bahan organik tanah

serta memperbaik sifat fisik, kimia dan biologi tanah,

(6) Pemupukan ...



(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Pemupukan berinibang adalah pemberian pupuk bagi
tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan
tanaman untuk sncapai produktivitas yang optimal dan

berkelanjutan,

Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang
pengadaan dan "enyalurannya mendapat subsidi dari

pemerintah untul kebutuhan kelompok tani dan/atau
petani di sektor pe: tanian,
Alokasi Pupuk Be subsidi adalah alokasi sejumlah pupuk
bersubsidi per Kat upaten/Kota yang dihitung berdasarkan
usulan dari Bupat ./Walikota atau Dinas yang membidangi
sektor pertanian di Kabupaten/Kota,
Harga Eceran Te-tinggi yang selanjutnya disebut HET
adalah harga rupuk bersubsidi yang dibeli oleh

petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan
oleh Menteri Pertar ian.
Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan

budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
hijauan pakan terr ak dan budidaya ikan dan/atau udang:
Petani adalah pero angan Warga Negara Indonesia dan/atau
beserta keluargan: a yang melakukan usaha tani di bidang
tanaman pangan hortikultura, perkebunan, dan/atau
peternakan:
Pertambak adalah berorangan Warga Negara Indonesia yang
mengusakan lahar untuk budidaya ikan dan/atau udang,
Kelompok Tani a:lalah kumpulan petani atau petambak
yang di bentuk atas dasar kesamaan kepentingan,
kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber

daya kesamaan komonditas dan keakrapan untuk
meningkatkan dan mengembangkan anggota usahanya:
Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara
yang ditugaskan sebagai pelaksana penguasaan untuk
subsidi pupuk,

(15) Penyaluran ...
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(15)

(16)

(17)

(18)

(1)

(2)

(1)

Penyaluran di Lin III adalah Distributor sesuai Ketentuan

Peraturan Menter Perdagangan tentang Pengadaan dan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang

berlaku:
Penyaluran di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai

ketentuan Peratiran Menteri Perdagangan tentang

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor

Pertanian yang ber aku,
Rencana Definiti Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk
Bersubsidi selanj itnya disebut RDKK adalah rencana

kebutuhan pupul: bersubsidi untuk satu tahun yang
disusun berdasar! an musyawarah anggota Kelompok Tani

yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada

gabungan Kelomp)»k Tani atau penyalur sarana produksi

pertanian,
Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah wadah

koordinasi instan:i terkait dalam pengawasan penyaluran

pupuk dan pestisi la yang dibentuk berdasarkan Keputusan

Bupati.
BAB II

JENIS PUP JK BERSUBSIDI
Fasal 2

Pupuk Bersubsidi terdiri dari atas Pupuk An-organik dan

Pupuk Organik y:ng diproduksi dan/atau diadakan oleh

pelaksana subsidi supuk,

Pupuk An-Organi: sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas

Urea, SP-36, ZA, din NPK,

E AB III
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN

PUPUK BERSUBSIDI
Fasal 3

Pupuk bersubsci diperuntukan bagi petani yang

mengusahakan lal an dengan total luasan maksimal 2 (dua)

hektar atau peta:abak dengan total luasan maksimal 1

(satu) hektar setia musim tanam per keluarga,

(2) Pupuk ...
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan,

hortikutura, perk:bunan, peternakan atau perusahaan

perikanan budiday 1.

Pasal 4

Kebutuhan pupur bersubsidi dihitung sesuai dengan

anjuran pemupuk:n berimbang spesifik lokasi dan standar

teknis dengan mer pertimbangkan alokasi anggaran subsidi

pupuk tahun 2015:

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dirinci I:bih lanjut menurut kecamatan, jenis,

jumlah dan sebar: n bulanan sebagaimana tercantum pada

lampiran I sampai iengan IV Peraturan Bupati ini,
Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diajuken oleh petani, pekebun, peternak,

pembudidaya ikar berdasarkan RDKK yang disetujui oleh

petugas teknis, penyuluh, Kepala UPTD Pertanian (Dinas

Pertanian dan Xehutanan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir) di K :camatan,

RDKK sebagaimara dimaksud pada ayat (3) disusun atas

dasar rencana ket utuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok

tani sesuai rekoriendasi pemupukan berimbang spesifik

lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk

tanaman perkebur an yang akan dibeli oleh petani, pekebun,

peternak, dan pembudidaya ikan,

Penyuluh Pertanien Lapangan dan Kepala UPTD setempat

yang wmembidanzgi tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan dan pembudidaya ikan wajib melaksanakan

pembinaan kepad:. kelompok tani untuk menyusun RDKK

sesuai luas arecl usaha tani dan atau kemampuan

penyerapan pupuk di tingkat petani diwilayahnya.

n

BAB IV



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

BAB IV
REALOKASI PI IPUK BERSUBSIDI

Faisal 5

Kekurangan aloka i kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu
wilayah tertentu s bagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat
(2), akan dipenuh: melalui realokasi antar wilayah, waktu
dan sub sektor:
Realokasi antar csecamatan dalam wilayah Kabupaten,
ditetapkan lebih la yjut oleh Bupati,
Realokasi sebagai nana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan terle »ih dahulu atas dasar usul Kapala Dinas
Pertanian dan Iehutanan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir,

Apabila alokasi pu uk bersubsidi di suatu Kabupaten/Kota
dan Kecamatan jyada bulan berjalan tidak mencukupi,
penyaluran pupik bersubsidi di wilayahnya dapat
dilakukan denga: menggunakan sisa alokasi bulan

sebelumnya dan/a au dari alokasi bulan berikutnya dengan
tidak melampaui :lokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi

sebagaimana dima :sud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

BAB V
PENYALURAN I! UPUK BERSUBSIDI

Fasal 6
Pelaksanaan peng: daan dan penyaluran pupuk bersubsidi

sampai kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani
melalui penyalur di lini IV dilakukan sesuai dengan
ketentuan perature n perundang-undangan:
Pupuk bersubsidi sebagaimana maksud pada pasal 2 ayat
(1) terdiri atas pup ik an organik (Urea, ZA, SP. 36 dan NPK)
dan pupuk organ:k yang di produksi dan/diadakan oleh

produsen.
Pasal 7

Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh

penyalur di lini IV kepada petani/petambak dan/atau
kelompok tani diat'ir sebagai berikut :

(a) penyalur...



(2)

(3)

(4)

(5)

a. penyalur pupik bersubsidi oleh penyalur di lini IV

kepada petari/petambak dan/atau Kelompok Tani

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-urni langan dan dibuktikan dengan catatan

dan/atau. ncta pembelian dari petani/petambak

dan/ atau kelo: npok tani,

b. Penyaluran pipuk bersubsidi sebagaimana dimaksud

pada huru! a sesuai dengan kebutuhan

petani/petamt ak dan/atau kelompok tani dan alokasi di

masing-masir, ! wilayah.
Untuk kelancarar penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV

kepada petani/ setambak dan/atau kelompok tani

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian

Tanaman Pangar dan Hortikultura Provinsi dan Dinas

Pertanian Kab ipaten/Kota berkoordinasi dengan

kelembagaan ,enyuluh tingkat provinsi dan

Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di

wilayahnya, seyagai dasar pertimbangan dalam

pengalokasian pipuk bersubsidi sesuai alokasi yang

dimaksud pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1),

Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat

petani, petamba!: dan/atau kelompok tani dilakukan
melalui pendamp ngan penerapan pemupukan berimbang

spesifik lokasi olet. penyuluh,

Pengawasan peny Juran pupuk bersubsidi di lini IV kepada

petani/petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh

petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan

KPPP di Kabupate 1/Kota,
Dinas Kabupater /Kota yang memperoleh alokasi dana

dekonsentrasi dar tugas pembantuan kegiatan Pendamping

Verifikasi dan Val dasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun

Anggaran 2015, wajib melaporkan hasil verifikasi dan

validasi penyaluan pupuk bersubsidi setiap bulannya

kepada Dinas Per :anian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi untuk di lakukan rekapitulasi dan disampaikan ke

Direktur Jenderal
2. (6). Hasil...



(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi
sebagaimana dim: ksud pada ayat (6) dilengkapi dengan
Surat Penyataan T inggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas
Pertanian Kabupat mn/Kota,
Pelaksanaan. verilikasi dan validasi penyaluran pupuk
bersubsidi sebagai nana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi
penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015.

Pasal 8

Pelaksanaan subs di pupuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, penyalur di lini III, dan penyalur di lini IV wajib
menjamin keterse:liaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan
petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah
tanggung jawab se :uai ketentuan yang berlaku:
Untuk menjami:. ketersediaan pupuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk
berkoordinasi dery an Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikuitura Proviisi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai
ketentuan yang be laku.

EB VI
HET DAN KEMAS/ N PUPUK BERSUBSIDI

Tasal 9

Penyalur di lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk
bersubsidi sesuai HET.
HET pupuk bersult sidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea - Rp. 1.800,- perkg.
b. Pupuk SP-36 z Rp. 2.000,- perkg.
c. Pupuk ZA 2 Rp. 1.400,- perkg.
d. Pupuk NPK - Rp. 2.300,- perkg.
e. Pupuk Organik - Rp. 500,- per kg.

(3) HET...



(3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (2) berlaku
untuk pembelian weh petani, petambak dan/atau kelompok
tani di lini IV seca a tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea - 50Kg.
b. Pupuk SP-36 - 50Kg.
c. Pupuk ZA - 50Kg.
d. Pupuk NPK - 50Kg.
e. Pupuk Organi: - 40Kg.

Pasal 10

(1) Kemasan pupuk sersubsidi sebagaimana dimaksud dalam

pasal 12 ayat (3! harus diberi label tambahan berwarna

merah yang mudih dibaca dan tidak mudah hilang atau

terhapus, yang be: tuliskan :

“ Pu yuk Bersubsidi Pemerintah ”

Barang Dalam Pengawasan
(2) Khusus penyediazn dan penyaluran pupuk urea bersubsidi

label tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi
berwarna jingga (o -ange).

KAB VII
PENGAWASA.I DAN PELAPORAN

Pisal ll

Produsen berkewaji'san melakukan pemantauan dan

pengawasan terhadap »enyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi
dari lini I sampai deigan lini IV sebagaimana diatur dalam
Perturan Menteri Fzrdagangan tentang Pengadaan dan

Penyaluran Pupuk Birsubsidi untuk sektor pertanian yang
berlaku.

Pasal 12...



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan

Kabupaten wajib nelakukan pemantauan dan pengawasan
terhadap penyatiran, penggunaan dan harga pupuk
bersubsidi di wila: ahnya:
Komisi Pengawas ?upuk dan Pestisida dalam melaksanakan

tugasnya dibanti oleh Penyuluh dan Tenaga Bantu

Pengendali Pengg inggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan

Penyakit (POPT-PI P).
”asal 13

Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib
menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan
pupuk bersubsidi 1i wilayah kerjanya kepada Bupati
Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan

pengawasan pupu £ bersubsidi kepada Gubernur.

EB VIII
SANKSI
Pasal 14

Pengecer resmi ya 1g menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai

dengan peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)

dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undagan yang ber: aku,

Pengecer resmi ya 1g tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai

Harga Eceran Ter inggi sebagaiman dimaksud pada pasal 9

ayat (1) dikenakin sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undan, san yang berlaku,
Produsen, distrikator dan pengecer resmi yang tidak

menjamin keterser iaan pupuk sebagaimana dimaksud pada
pasal 8 ayat (11 dikenakan sanksi sesuai ketentuan

peraturan perund: ng-undangan yang berlaku.

BABIX..



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.Agar
setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

B

po Ditetapkan di Talang Ubi
LN Pada tanggal, 29 Januari 2015

PENJABAT BUPATI
| 2 PENUKAL ABAB LEMATANG

"9Busui
————

/ H. HERI AMALINDO

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal, 29 Januari 2015

, Pit SEKRETARIS DAERAH
Fin KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

AMIRUDDIN TJIKMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


